SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 55 TAHUN
2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MALUKU TENGGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah, perlu untuk mengatur Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;

bahwa Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Maluku Tenggara Nomor 55 Tahun 2019, tanggal 28
September 2019 namun dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang dalam rangka penanganan ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dimasa pandemic
Covid-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Maluku Tenggara Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara
Republik Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah
Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5227);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008
Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 55
TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Nomor 55 Tahun 2019) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB II Kebijakan Akuntansi dan BAB III Pelaporan
Keuangan, disisipkan BAB Il.a Penerapan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah pada masa Pandemi Covid-19, yang berbunyi
sebagai berikut :

BAB Il.a
PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PADA MASA PANDEMI COVID - 19

Pasal 1

(1) Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai
Bencana Non Alam tingkat nasional.

(2) Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
pada tanggal 16 Mei 2020.

(3) Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan
Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman
sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak
pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran.

(4) Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020
melalui refocusing dan realokasi belanja non-prioritas untuk
dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak
Pandemi Covid-19.
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(5) Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan
dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan
(LKPP/LKPD).

(6) Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah
dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan
dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 2
Dalam rangka Penerapan kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada masa
Pandemi Covid-19, tidak ada sebuah bagian Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah yang menjadi tidak dapat diberlakukan
karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal
dikeluarkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusun laporan keuangan menggunakan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan
melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa
Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi
Covid-19 antara lain:

a. Penyajian Laporan Keuangan.

1)untuk  menangani Pandemi Covid-19  Pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam
rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi
Covid-19.

2) Penundaan beberapa kegiatan pemerintah kemungkinan
menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak
tersalurkan dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda
penyelesaiannya.

3)Hal ini akan menyebabkan perubahan siginifikan
dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga harus
dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas.

1) program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak
pada perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun
2020.

2) realisasi Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3) pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan
dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan
tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan
keuangan.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro
dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan
kebijakan fiskal, perubahan APBD dan kondisi ekonomi
makro yang terdampak Pandemi Covid-19.

2) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak
Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.

3) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan
penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos
luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir
menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu
dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada
pengungkapan pos-pos laporan kuangan yang terdampak
signifikan.
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4) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas
Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut
sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran
misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja
modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang
berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan
pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang,
penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada
konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

d. Akuntansi Investasi.

Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem

keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal daerah

pada BUMD /korporasi/swasta, baik melalui penanaman modal
langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta
kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat
adanya BUMD yang merugi.

e. Kewajiban.

1) Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui
sesuai dengan PSAP Kewajiban.

2) Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka
penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam
catatan atas laporan keuangan.

f. Akuntansi Hibah.

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada

pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat

secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh
pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat
secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah
yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang
berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam
laporan keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

g. Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual.

Akuntansi dan pelaporan keuangan atas program bantuan

pemerintah yang ditujukan langsung pada masyarakat dalam

bentuk pemberian bantuan sosial merujuk pada Kebijakan

Akuntansi ini.

Pasal 4

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun
penanganan Pandemi  Covid-19  tersebut dilaksanakan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran
yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak
penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal
pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga
mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan.
Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan
Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan
Keuangan, kecuali tambahan informasi dalam catatan atas
laporan keuangan seperti sebagaimana tercantum dalam pasal 3
huruf b angka 3).

Pasal 5
(1) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat memberikan
informasi tambahan yang menjelaskan dampak Pandemi
Covid-19 dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka menangani
Pandemi Covid-19 tersebut.
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(2) Penyusunan informasi tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan
manajerial atau pun persyaratan dalam peraturan perundang-
undangan. Informasi yang dapat disajikan, antara lain
meliputi :

a.

b.

Informasi umum dampak Pandemi Covid-19 terhadap
kesehatan, perekonomian dan kebijakan keuangan.
Langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka
menghadapi Pandemi Covid-19.

. Refocusing anggaran dan realokasi anggaran yang

dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaring pengaman
sosial dan penguatan ekonomi.

. Penjelasan atas penurunan penerimaan sebagai dampak

perubahan kondisi makro ekonomi.

. Perubahan anggaran karena refocusing dan realokasi

anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

2. Ketentuan Lampiran ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni
Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara.

Diundangkan di Langgur

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 93
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LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGRA

NOMOR 93 TAHUN 2020
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

. TUJUAN

Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan :

(a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa
setelah tanggal pelaporan; dan

(b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan

laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa

setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa  penerapan asumsi

kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

RUANG LINGKUP

Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan
atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan Negara/daerah.

DEFINISI

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan

pengertian:

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang

menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara

tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi duajenis, yaitu:

(a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan
(merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan

(b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal
pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah
tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal
terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah
selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah
menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan
keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi
penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi,
struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur
yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan
keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang
dapat berdampak pada penyajian/ pengungkapan pos-pos dalam laporan
keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak
pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada :
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(a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup
tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan

(b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat
dipenuhi.

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas menyesuaikanjumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena

adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan

yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk

mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

(a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki
kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa
entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas
menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan
pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

(b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan
adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya
informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan
penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan
pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan
keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih,
sehingga perlu disesuaikan.

(c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh
dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal
pelaporan.

(d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji
laporan keuangan.

(e) Pengesahan yang dilakukan oleh wunit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan
yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

(f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas
perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

. PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan

karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:

(a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai
wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara
tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada
tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang
terjadi pada periode berikutnya.

(b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik
Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

. KESINAMBUNGAN ENTITAS

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar
kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan
pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalamjangka
pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini
mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan
keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada
keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas
pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam
menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang
tercatat.
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Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk
mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada
munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang
yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka
pendek.

Dalam Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah mensyaratkan adanya

suatu pengungkapan apabila:

(a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas.
Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah mensyaratkan bahwa pada
saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas,
hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan
laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap
tidak berkesinambungan; atau

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan
menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat
menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan
kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan
pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. Pernyataan
Standart Akuntansi Pemerintah mensyaratkan ketidakpastian tersebut
untuk diungkapkan.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit Entitas
pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh
pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan apabila entitas
pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan
pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan
pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang
diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak
mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu
contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang
kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah
akhir tanggal pelaporan.

. PENGUNGKAPAN PERISTIWA NONPENYESUAI @SETELAH TANGGAL
PELAPORAN.

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang
material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi
untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal
pelaporan, yang mencakup:

(a) Sifat peristiwa; dan

(b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut
tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang

umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

(a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan
pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan
penghentian program atau kegiatan pemerintah;

(b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;

(c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;

(d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau
kurs valuta asing;
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(e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan
jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan

(f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal
pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang
signifikan.

K. TANGGAL EFEKTIF.
Kebijakan  Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan  atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2021.
BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN
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LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 93 TAHUN 2020
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

A. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Satuan kerja tersebut diberikan fleksibitas pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya
dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah
dimaksud Anggotaikan layanan publik, seperti pemberian layanan
barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

2. Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain
pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-
piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan
untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS),
serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan
kontribusinya.

B. TUJUAN

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan
keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk
mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan
dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan
keuangan dan persyaratan minimum  isi laporan keuangan. Laporan
keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

C. RUANG LINGKUP
Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada
seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur
tersendiri dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemenrintah ini.
BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang
mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi
pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun
laporan keuangan.

D. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN
BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan
yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan
negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;

. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;

. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak
langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran,;

e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai
dengan ketentuan;

f. Anggotaikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;

00 o
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g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang membawahinya;

h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah;
dan

i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang

menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan

keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang

secara organisatoris membawahinya.

. DEFINISI

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan yang
dibentuk untuk Anggotakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang
disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan

umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi,

dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara

spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas BLUD;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas BLUD;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan
kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada
pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3. Neraca;

4. Laporan Operasional;

5. Laporan Arus Kas;
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6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

1. Pendahuluan
Pernyataan Standar Ini Mensyaratkan Adanya Pengungkapan Tertentu Pada
Lembar Muka (On The Face) Laporan Keuangan, Mensyaratkan
Pengungkapan Pos-Pos Lainnya Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan
Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Periode Pelaporan
Laporan Keuangan Blud Disajikan Paling Kurang Sekali Dalam Setahun.

3. Tepat Waktu
Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia
bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD
bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat
waktu.

. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos
sebagai berikut:

. Pendapatan-LRA;

. Belanja;

. Surplus/defisit-LRA;

. Penerimaan pembiayaan;

. Pengeluaran pembiayaan;

. Pembiayaan neto; dan

. Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

NOoO U~ WN -

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas
Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah.

Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD
diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk
pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan
barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan
adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai
belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja
tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke
Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan
atau pengesahan.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima
BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum.

Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut.
Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA
BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian
dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh
bendahara penerimaan BLUD.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
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Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan

asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang

merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan

dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada

pemerintah daerah.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan

penambah SAL pada pemerintah pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

1. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

2. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan;

3. Pendapatan hasil kerja sama;

4. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

5. Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan

kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa

layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang

membawahi maupun yang tidak membawahinya.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah

perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang

mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud

dalam huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan

lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan

barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e, antara lain

berupa:

1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

2. jasa giro;

3. pendapatan bunga;

4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau

S. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena
pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa
dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah Perguruan Tinggi
Negeri yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari sumbangan
Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran
kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh
BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis
belanja), organisasi, dan fungsi.
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Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan
belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi
perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan
pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima
dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara,
pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman
jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran
pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui
sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih /kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama
satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud diatas
adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang
diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran
tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh
BUN/BUD kepada BLUD yang berada di bawah
kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD.

. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BLUD

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif
dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

. Saldo Anggaran Lebih awal,

. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

. Lain-lain; dan

. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Ol WN —

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang
terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

. NERACA BLUD

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-
pos berikut:

Kas dan setara kas;

Investasi jangka pendek;

piutang dari kegiatan BLU;

persediaan;

Investasi jangka panjang;

SNbh b=
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aset tetap;

aset lainnya;

kewajiban jangka pendek;
kewajiban jangka panjang; dan
0. ekuitas.

SO 0No

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari
pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo
Anggaran Lebih.

Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD
harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan
yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik
BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
Dana kas sebagaimana dimaksud diatas antara lain:

1. Dana titipan pihak ketiga;

2. Uang jaminan; dan

3. Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset
lainnya.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan
maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD
penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat
melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri
Keuangan atau Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari
investasi permanen dan investasi nonpermanen.

Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:

1. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;

2. Investasi dalam bentuk dana bergulir;dan

3. Investasi nonpermanen lainnya.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi
tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan
investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana
seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan
dalam laporan keuangan BLUD.

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh
BLUD pada laporan keuangan BUD.

. LAPORAN OPERASIONAL BLUD
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.
Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
1. Pendapatan-LO;
2. Beban;
3. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
4. Kegiatan nonoperasional;
S. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
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6. Pos Luar Biasa; dan
7. Surplus/Defisit-LO.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber

pendapatan, yang terdiri atas:

1. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;

2. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

3. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan;

4. Pendapatan hasil kerja sama;

5. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan

6. Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban.
Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang
berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan
asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang
merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;

2. terjadinya konsumsi aset; dan/atau

3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain
ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas
kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau
konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban
penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
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N. LAPORAN ARUS KAS BLUD
Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi,
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

1. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;

2. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

3. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan;

4. Pendapatan hasil kerja sama;

S. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

6. Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

1. Pembayaran Pegawai;

2. Pembayaran Barang;

3. Pembayaran Bunga; dan

4. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya,
tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada
masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

1. Penjualan Aset Tetap;

2. Penjualan Aset Lainnya;

3. Penerimaan dari Divestasi; dan

4. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan
APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud angka 3 dan
Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud angka 4
merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal
dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

1. Perolehan Aset Tetap;

2. Perolehan Aset Lainnya;

3. Penyertaan Modal,

4. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan

S. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam angka 3,
pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana angka 4, dan
perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang
berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari
APBN/APBD.

Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau
pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
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Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian
pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan pinjaman; dan

2. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD
dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD.
Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang
disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang
jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus
mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan.
Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD maka
penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam
aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran pokok pinjaman; dan

2. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD sebagaimana dimaksud
dalam huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari
APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan
pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari
jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan
Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BLUD

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos

sebagai berikut:

1. Ekuitas awal,

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya; dan
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4. Ekuitas akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang

terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS
PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
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Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD
dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
membawahinya.

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak
berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan
belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal
entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA
konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format
LRA BLUD.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan
Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan
entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak
menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL
Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan
konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan
keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap
akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset,
dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu
entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA
yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada
angka 2.

. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN
KERJA BIASA

Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola
pengelolaan  keuangan BLUD pada satuan kerja  kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah.

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD,
maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas
akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan
keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

. TANGGAL EFEKTIF
Kebijakan  Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2020.
BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/ttd
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